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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR  45  TAHUN  2021 

 

TENTANG 

 

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEBUTUHAN  

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan 

berdasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, 

efektivitas dan akuntabilitas sesuai dengan rencana, 

program/kegiatan, serta fungsi setiap Perangkat Daerah 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sampang 

Tahun Anggaran 2022. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

9) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang 
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Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya 

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  

Bebas  dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang  

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang 

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan 

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
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Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang  

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan 
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Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1166); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 

Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2016 Nomor 7); 

21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2019 Nomor 13); 

22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2020                                                                                                                                                                    

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 41). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA HARGA SATUAN 

PEKERJAAN KONSTRUKSI KEBUTUHAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakasud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang; 

2. Bupati adalah Bupati Sampang; 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang; 

4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi adalah suatu cara perhitungan 

harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian 

kebutuhan bahan bangunan, upah kerja, dan peralatan dengan harga 

https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/08/jasa-konstruksi.html
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bangunan, standar pengupahan pekerja dan harga sewa/beli peralatan 

untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi kebutuhan 

Pemerintah Kabupaten Sampang; 

5. Biaya Konstruksi adalah biaya yang dihitung secara detail per harga satuan 

pekerjaan berdasarkan nilai indek satuan koefisien untuk analis, biaya 

bahan dan upah kerja; 

6. Biaya overhead adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses 

produksi atau pun jasa; 

7. Harga Satuan Pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja 

atau harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

konstruksi berdasarkan analis; 

8. Harga Satuan Bahan adalah harga yang harus dibayar untuk membeli 

persatuan jenis bahan bangunan; 

9. Satuan Pekerjaan adalah suatu jenis kegiatan konstruksi bangunan yang 

dinyatakan dalam satuan panjang,  luas, volume dan unit; 

10. Indeks adalah faktor pengali/koefisien sebagai dasar perhitungan biaya 

bahan dan upah kerja; 

11. Indeks Bahan adalah Indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan 

bahan bangunan pekerjaan; 

12. Indeks Tenaga Kerja adalah indeks kuantum yang menunjukkan 

kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap waktu jenis pekerjaan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan analisa harga satuan 

yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Sampang Pada Tahun Anggaran 2022 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini ditujukan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

pekerjaan konstruksi di Kabupaten Sampang. 

 

BAB III 

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 

KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

Pasal 4 
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(1) Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Sampang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

(2) Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Bidang Bina Marga; 

b. Bidang Sumber Daya Air; dan 

c. Bidang Cipta Karya. 

 

Pasal 5 

(1) Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan 

batas tertinggi dan dapat dinegoisasi kembali untuk memperoleh harga 

yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Sampang; 

(2) Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya 

overhead dan keuntungan penyedia dengan prosentase tertinggi sebesar 

15% (Lima Belas Persen); 

(3) Analisa harga satuan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi 

Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum termasuk pajak. 

 

Pasal 6 

(1) Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan 

pada Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Sampang di 

wilayah Zona 1 dan kondisi normal; 

(2) Dalam hal pekerjaan berada di luar wilayah Zona 1, Standar Satuan Harga 

Barang mengikuti Zonasi yang tercantum dalam Keputusan Bupati 

Sampang tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Sampang; 

(3) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus, dapat dilakukan 

perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien. 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2022. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

  

 

Ditetapkan di : Sampang 

Pada tanggal : 25  Oktober   2021 

BUPATI  SAMPANG, 

 

 

                                                                           ttd. 

H. SLAMET JUNAIDI 
 

Diundangkan di : Sampang 

pada tanggal :  25  Oktober   2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

 

 

 ttd. 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19660711 198809 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


